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Kata Kunci : Fungsi Legislasi dan APBD 

   

 Pelimpahan kewenangan kedaerah yang tergambar pada pemberian 

kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam hal menjalankan fungsi 

Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, diharapkan mampu meningkatkan 

peran mereka dalam pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di daerah. Permasalahan yang sering terjadi 

Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam hal penetapan peraturan daerah APBD seringkali 

mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan 

kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri. Inilah yang seringkali 

menyebabkan APBD kurang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. 

Selain itu dalam mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang 

keterlibatan luas masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi pada tahap 

implementasi. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat bagaimana 

fungsi-fungsi DPRD yang berjalan didaerah khususnya fungsi legislasi 

DPRD dalam penetapan APBD di di Kabupaten Bangka Selatan. legislasi 

dari Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi karena untuk mendapatkan 

informasi tentang bagaimana proses penetapan APBD tersebut. Metode 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk 

mendeskripsikan proses penetapan APBD di kabupaten Banggai oleh 

Pemerintahan daerah dan DPRD. Proses pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan wawancara mendalam kepada berbagai pihak yang 

dianggap tahu tentang proses tersebut. Dari penelitian yang dilakukan 

ditemukan bahwa ternyata dalam proses penyusunan hingga penetapan 

APBD dikabupaten Banggai masih belum mencerminkan kepentingan 

masyarakat. Hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses 

tersebut masih sangat minim. Hal itu disebabkan karena para anggota 

dewan yang bertugas dalam proses tersebut masih terkesan mengutamakan 

kepentingan pribadi dan golongan mereka sendiri. Melihat persoalan 

tersebut maka diharapkan kedepan dalam proses penyusunan APBD 

haruslah lebih meningkatkan peran masyarakat, dan bagi para anggota 

dewan agar dapat lebih bijaksana dengan tidak mengutamakan 

kepentingan pribadi. 
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 Delegation of authority kedaerah depicted in granting greater 

powers to the parliament in carrying out the functions Legislation, Budget 

and Oversight, is expected to enhance their role in making local 

regulations in accordance with the needs of the community in the area. 

Problems often occur Local Government and Parliament as the two 

institutions that have powers over the budget-setting local regulations 

often ignore the interests of society and more concerned with the interests 

of the individual and the group itself. This is what often causes the budget 

is less perceived by the public presence. Also in the budget planning 

mechanism has yet to open space broad engagement of society, giving rise 

to resistance in the implementation phase. This study will try to see how 

the Parliament functions that run areas in particular legislative function of 

Parliament in setting the budget hotels in South Bangka Regency. 

legislation of It's very exciting to be elaborated as to obtain information on 

how the budget setting process. The method used in this study is a 

qualitative method to describe the budget-setting process in Banggai 

district by the Government and the Regional People's Representative 

Assembly. The process of data collection is done by conducting in-depth 

interviews to various parties that are considered out of the process. From 

research conducted was found that in the process of preparation to the 

determination of the county budget Banggai still not reflect the interests of 

the community. This is due to public involvement in the process is still 

very minimal. That's because the board members who served in that 

process was still impressed with a personal interest and their own ranks. 

Seeing these issues it is expected that in the future the budget process 

should further enhance the role of society, and for the members of the 

board to be more prudent with a personal interest. 
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